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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  58  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati Sampang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730);  
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004    

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan  
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan  Lembaran Negara 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5351); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

25. Peraturan  Pemerintah Nomor 2  Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5272); 

26. Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir  kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425); 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2012; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

32. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 

Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 

Nomor 4); 

37. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014  

tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10); 



- 6 - 

38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26); 

39. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27); 

40. Peraturan  Bupati Kabupaten Sampang Nomor 35 Tahun 2014  

tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Sampang 

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Bupati Kabupaten Sampang Nomor 51 Tahun 2014  

tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10); 

41. Peraturan  Bupati Kabupaten Sampang Nomor 39 Tahun 2014  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2015 Nomor 39); 

42. Peraturan  Bupati Kabupaten Sampang Nomor 55 Tahun 2014  

tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah Kabupten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 55); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 

1.  Pendapatan  : 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.121.298.167.032,00 

b.  Dana Perimbangan  Rp.999.734.484.594,00 

c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.247.984.527.050,00                                                                                                                     

         Jumlah Pendapatan  Rp.1.369.017.178.676,00 

2. Belanja  : 

a. Belanja Tidak Langsung  : 

1. Belanja Pegawai Rp.670,284.732.022,00 

2. Belanja Bunga Rp .                             - 

3. Belanja Subsidi Rp.                             - 
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4. Belanja Hibah Rp.   12.402.311.100,00 

5. Belanja Bantuan Sosial Rp.   17.072.888.900,00 

 

6. Belanja Bagi Hasil Rp .    3.321.089.025,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp .   98.005.246.200,00 

8. Belanja Tidak Terduga Rp       2.500.000.000,00     

Rp.803.586.267.247,00 

b. Belanja Langsung  

1. Belanja Pegawai  Rp.  11.311.866.500,00 

2. Belanja Barang Barang dan Jasa Rp.315.489.570.288,00 

3. Belanja Modal     Rp.343.629.474.641,00                   

      Rp.  670.430.911.429,00  

                                             Jumlah Belanja   Rp.1.474.017.178.676,00 

 

    Surplus   (Rp. 105.000.000.000,00) 

 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan   Rp. 105.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran  Rp.                  - 

                                  

Jumlah Pembiayaan Neto  Rp. 105.000.000.000,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                  0,00            

-                                                                                                

Pasal  2 

 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  3 

 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih Lanjut dalam  

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  4 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  5 

 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal  6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di :  Sampang 

pada tanggal   :  29 Desember 2014 

  

 BUPATI  SAMPANG, 

 

 

                                                                                        H.A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal   :  29 Desember 2014     

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

            PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 
                    Pembina Utama Muda 

   NIP.  19610114 198603 1 008 
 

Berita  Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor  : 58 

 


